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ABSTRAK 

 

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945. 

Kewenangan Peradilan Militer diatur Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer salah satu kewenangannya untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Akan tetapi 

menurut pasal 353 UU Peradilan Militer khusus untuk hukum acara tata usaha militer 

penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun 

sejak Undang-undang Peradilan Militer diundangkan. Hingga saat ini belum adanya 

Peraturan Pemerintah yang dibentuk sehingga menimbulkan kekosongan norma. 

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi 

pembentukan peraturan hukum acara penyelesaian sengketa tata usaha militer dan 

untuk mengetahui model peraturan hukum acara tata usaha militer. Bahwa Urgensi 

pembentukan peraturan mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer didasarkan pada 

beberapa alasan sebagai yaitu untuk memastikan bahwa Pengadilan dalam lingkup 

Peradilan Militer dapat memeriksa dan memutus sengketa tata usaha militer antara 

orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Militer; Untuk 

memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan; Untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Militer. 

Model peraturan Hukum Acara Tata Usaha Militer dapat disamakan dengan Hukum 

Acara Tata Usaha Militer dengan memperhatikan ciri khas khusus tata kehidupan 

militer. Undang -Undang Hukum Acara Tata Usaha Militer dimasa yang akan datang 

perlu adanya Undang-Undang tersendiri dan dipisah dengan Undang-Undang 

Peradilan Militer. Tetapi mekanismenya tetap berada dalam lingkungan Peradilan 

Militer. Kesimpulannya perlu dibentuk peraturan hukum acara tata usaha militer agar 

pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum. 

Keyword: Hukum Acara Tata Usaha Militer, Keputusan Tata Usaha Militer, 

Peradilan Militer, Sengketa Tata Usaha Militer.   
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ABSTRACT 

 

Military Court is one of the executors of judicial power as regulated in Article 24 

paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The authority of 

Military Court is regulated by Law Number 31 of 1997 concerning Military Court 

(Military Court Law). Based on Article 9 of the Military Court Law, one of the Courts 

within the Military Court environment has the authority to examine, decide, and 

resolve Military Administrative disputes. However, according to Article 353 of the 

Military Court Law, specifically for military administrative procedural law, its 

implementation is regulated by Government Regulation no later than 3 (three) years 

since the Military Court Law was enacted. Until now, no Government Regulation has 

been formed, thus creating a normative vacuum. In writing this thesis, the purpose of 

this research is to determine the urgency of establishing procedural law regulations 

for resolving military administrative disputes and to determine the model of military 

administrative procedural law regulations. That the urgency of establishing 

regulations regarding Military Administrative Procedure Law is based on several 

reasons, namely to ensure that the Court within the scope of Military Justice can 

examine and decide military administrative disputes between individuals or civil legal 

entities with Military Administrative Agencies/Officials; To provide legal certainty for 

justice seekers; To prevent abuse of power by Military Administrative 

Agencies/Officials. The model of Military Administrative Procedure Law regulations 

can be equated with Military Administrative Procedure Law by paying attention to 

the special characteristics of military life. The Military Administrative Procedure Law 

Law in the future needs to have a separate Law and is separated from the Military 

Justice Law. However, the mechanism remains within the Military Justice 

environment. In conclusion, it is necessary to establish regulations on military 

administrative procedure law so that justice seekers get legal certainty. 

Keywords: Military Administrative Procedure Law, Military Administrative 

Decisions, Military Courts, Military Administrative Disputes.  
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